
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1.  Uraian Teori  

 
Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu 

kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.1 Fungsi teori 

dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta 

menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah 

mewujudkan keadilan (rech gewichtigheid), kemanfaatan dan kepastian hukum 

(rechtzkherheid).2 

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama 

kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi 

tersebut.3 Maka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan kepastian 

hukum.  

 
1.  Teori Perjanjian 

 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disebutkan dalam penelitian bahwa teori yang 

dipakai adalah teori perjanjian. Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH 

Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan 1864 

KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, yaitu: 

a.  Adanya kata sepakat 

b.  Kecakapan untuk membuat perjanjian 

                                                           
1 M. Soly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penilitian, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 80 
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi). Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 

hal. 85 
3 W. Friedman, Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, 

Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad. Bandung: Mandar Maju, 2013, hal. 
21. 
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c.  Adanya suatu hal tertentu 

d.  Adanya sebab yang halal 

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:4 

 
1.  Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) 

 Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas 

ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta  

d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis. 

 
2.  Asas Konsensualisme (consensualism) 

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana 

menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini 

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup 

dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja. 

 
 
3.  Asas Kepastian Hukum (facta sunt servanda) 

 Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas facta sunt 

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak 

yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka 

daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu subtansi kontrak yang 

                                                           
4 Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, http: //hukum Indonesia – laylay.blogspot.com/2012/02/asas-

asas-perjanjian.html, Diakses tanggal 31 September 2016. 
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dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya. 

 
4.  Asas Itikad Baik (good faith) 

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi : 

“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak 

yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan 

kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. 

 
5.  Asas Kepribadian (personality) 

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau 

membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 

1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. 

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas–asas 

yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat 

dikaitkan dalam penilitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan 

bagi para pihak untuk sebebas-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah fikiran 

atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian 

dengan tetap mengindahkan undang–undang yang berlaku.  

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul 

dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka 

menyelesaikan sengketa tersebut. 

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun 

di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan 

seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada kesempatan 

ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut 
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penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus dibandingkan 

dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri. 

 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti,ketentuan atau ketetapan.5 Hukum secara 

hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan 

itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan 

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan 

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu 

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melinkan bukan 

hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri(den begriff des Rechts).6 

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu 

kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu 

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.7 Kepastian 

hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum 

tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan 

pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian 

hukum, di situ tidak ada hukum).8 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal 

dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal uang konkret. Artinya pihak-pihak 

yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang 

khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. 

                                                           
 5 CST Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hal. 385. 
 
 
 6 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 
2006, hal. 79-80 
 7 H. Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 24. 
 8 Ibid., hal. 82. 
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Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.9 

a. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi 

yuridis. Namun, Otto ingin memberikanbatasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk 

itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 

 Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), 

diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; 

b. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 

secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 

d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan; 

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.10 

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukumyang diserai tugas untuk itu, harus 

menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan 

masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan 

masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan 

seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan 

sosial.11 

Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu 

sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa 

hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan(gesetzliches Recht). Kedua, 

                                                           
 9 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung Revika Aditama, 2006, 
hal. 82-83. 
 
 
 10 Ibid, hal. 85 
 11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, 
Jakarta, Sinar Grfika, 2002, hal. 76. 
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bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen),bukan suatu rumusan tentang penilaian 

yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa 

fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam 

pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering 

diubah-ubah.12 

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum,memang sama sekali 

tak dapat dilepaskan sama sekali dari prilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti 

prinsip subsumsi otomat, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan 

faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan 

Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian 

peraturan (sicherkeit des Rechts).13 

Banyaknya undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu 

didasarkan atas kepentingan mereka dan Undang-undang itu dibuat bukan untuk kesejahteraan 

rakyat melainkan untuk keuntungan pribadi-pribadi mereka sendiri, oleh karena itu produk 

yang dibuat banyak yang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan yang sungguh ironis 

adalah tidak ada Undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal dengan 

Negara yang Kaya, Negara yang letaknya strategis dan menjadi julukan sebagai Negara yang 

menjadi Jantung Dunia. Akan tetapi itu hanyalah sebuah cerita dongeng belaka karna 

kenyataanya adalah Banyak rakyat indonesia yang tidak merasakan Kekayaan Itu dan Bahkan 

mereka harus tidur dibawah jembatan dan banyak yang tidur di emperan toko. Itu semua 

disebabkan kesewenangan para pemimpin yang mementingkan diri sendiri. 

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran 

kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, 

                                                           
 12 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006, hal. 135-136. 
 13 Ibid, hal. 89. 
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kesejahteraan dan ketertiban dalam masyaraka serta kepastian hukum harus dapat menjadi 

jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat. 

 

1. Teori Keadilan 

 Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar 

di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling 

sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. 

Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali 

tidak. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak  

diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk  mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut 

merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga 

didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik 

untuk mengaktualisasikannya.14 

 Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas  absolut dan 

mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara 

parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan 

sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika 

begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari 

pandangan ini. 

  Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak 

memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa 

definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan 

sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang 

memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak 

                                                           
 14 W. Friedmann, Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory). Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. 
Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007, hal. 24. 
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pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak 

dan kewajibannya.15 

  Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan 

diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu 

sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya 

kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh 

benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi 

tersebut berarti ketidak adilan. 

  Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu : 

1. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang 

dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. 

2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah 

dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing. 

3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni 

sebagai balasan kejahatan yang dilakukan. 

  Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik 

menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf Amerika Serikat yang dianggap 

salah satu fi lsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan 

(virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. 

  Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah 

keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil 

pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan 

berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan 

                                                           
 15 Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka 
Utama. 2012, hal. 68. 
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juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga 

dapat melaksanakan kewajibannya.16 

  Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam 

beberapa kelompak yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu: 

1. Keadilan Komutatif (Iustitia Commutativa) 

 Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa 

yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan 

hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antar 

individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi. 

2. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) 

 Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa 

yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek 

kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara 

individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan 

(prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas 

proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. 

Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, 

kehormatan, kebebasan, dan hak-hak. 

3. Keadilan legal (Iustitia Legalis) 

 Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari 

keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. 

Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (bonum commune). Keadilan 

                                                           
 16 Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, 
Yogyakarta, 2010, hal. 59. 
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legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun 

setia melaksanakan undang-undang itu. 

4. Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) 

 Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang 

hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. 

Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup 

bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha 

mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit 

atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi 

sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. 

5. Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) 

 Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang 

bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang 

dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk 

mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan. 

6. Keadilan Protektif (Iustitia Protectiva) 

 Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada 

pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga 

masyarakat wajib dilindungi  dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut 

Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: 

tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan 

konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. 

2.1.1. Persekutuan Perdata 

 

 2.1.1.1. Pengertian Persekutuan Perdata 

 Persekutuan Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut 
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Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Persekutuan Perdata merupakan “suatu 

perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam 

persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”  

 Menurut pasal tersebut syarat Persekutuan Perdata adalah adanya pemasukan sesuatu 

kedalam persekutuan (inbreng), dan ada pula pembagian keuntungan dari hasil pemasukan 

tersebut, suatu Persekutuan Perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang 

mendirikannya. Dalam perjanjian itu para pihak berjanji memasukan sesuatu (modal) kedalam 

persekutuan, dan hasil dari usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi diantara para 

pihak sesuai perjanjian.17 

 Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian persekutuan, sehingga 

perjanjian persekutuan bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta 

otentik ataupun akta dibawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran 

dan pengumuman bagi persekutuan, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang tidak 

menghendaki adanya publikasi (terang-terangkan). 

 Perjanjian untuk mendirikan persekutuan, di samping harus memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1.  Tidak dilarang oleh hukum 

2.  Tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum dan 

3.  Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.18 

 Maatschap atau Persekutuan Perdata, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya 

memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama 

bersama. Persekutuan Perdata sebenarnya adalah bentuk umum dari Firma dan Perseroan 

                                                           
 17 R.T. Sutantya, dkk, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku 
di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hal. 78. 
 18 Ibid, hal. 81. 
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Komanditer (Comanditaire Venootschap). 

 Dimana sebenarnya aturan dari persekutuan perdata, Firma dan Comanditaire 

Venootschap pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya. 

Persekutuan ini diatur dalam bab ke VIII bagian pertama dari buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Indonesia. 

 Di Inggris persekutuan perdata dikenal dengan istilah Hukum Persekutuan dengan 

nama company law yakni adalah himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk 

kerjasama, baik yang berstatus badan hukum (partnership) ataupun yang tidak berstatus badan 

hukum (corporation).19 

 Di Belanda istilah Hukum Persekutuan dikenal dengan nama Vennotschapsretchts yang 

lebih sederhana sekedar terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, sedangkan Persekutuan Perdata (maatschap) yang dianggap sebagai 

induknya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.20 

 Pengertian Persekutuan Perdata pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu 

(inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh 

karenanya. 

 Unsur-unsurnya ialah : 

1.  Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih 

2.  Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng) 

3.  Bermaksud membagi keuntungan bersama. 

 Angela Schneeman mendefinisikan partnership sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari 

dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan 

                                                           
 19 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti,  2001, hal. 
104. 
 20 Ibid. 
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keuntungan. Partnership dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (agreement) diantara 

dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu 

perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau 

proporsi yang telah disepakati bersama.21 

 Di Inggris, menurut Pasal 1 Partnership Act 1890 persekutuan perdata adalah hubungan 

antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

(partnership is relation which subsists between persons carrying a business in common with a 

view to profit).22 

 Di Malaysia, persekutuan perdata ini dikenal dengan istilah ‘perkongsian”. 

Perkongsian menurut Seksysen 3 (1) Akta Perkongsian (Partnership Act) 1961 (yang telah 

diperbaharui pada 1974) adalah “perhubungan yang wujud antara orang-orang yang 

menjalankan perniagaan” (the relation which subsist between persons carrying on business in 

common with a view of profit).23 

 Dari persekutuan perdata baik yang dianut di Inggris, Amerika Serikat, dan Malaysia 

dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam persekutuan perdata yakni: 

1.  Ketentuan di atas secara tegas tidak memasukkan persekutuan perdata sebagai perusahaan 

yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan. 

2.  Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual. 

3.  Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis. 

4.  Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. 

 Dengan demikian, dapat ditarik keterangan bahwa persekutuan perdata baik dalam 

sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem common law memiliki kesamaan, Kesamaan itu 

terletak pada hubungan para sekutu didasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan 

                                                           
 21 HMN. Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 41. 
 22 Ibid, hal. 42. 
 23 Shaik Mohd. Noor Alam S.M. Hussain, Undang-Undang Komersil Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 2000, hal. 248.  
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perdata tunduk pada hukum perjanjian. Orang (person) yang melakukan kerjasama di dalam 

persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan 

hukum, atau bentuk persekutuan lainnya. 

 Makna bisnis (business) di dalam definisi persekutuan di atas mencakup setiap aktivitas 

atau kegiatan dalam bidang perdagangan dan pekerjaan (occupation) atau profesi (profession). 

Dengan demikian, persekutuan perdata dapat merupakan suatu wadah untuk menjalankan 

kegiatan yang bersifat komersial dan profesi seperti pengacara (advokat) dan akuntan. 

 Dari makna persekutuan perdata di atas, jelas bahwa jumlah sekutu dalam persekutuan 

perdata minimal ada dua orang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan 

berapa jumlah maksimal sekutu dalam persekutuan. Di dalam Akta Perkongsian Malaysia 

diatur jumlah maksimal sekutu (pekongsi) dalam persekutuan perdata. Seksysen 14 dan 47 (2) 

Akta Perkongsian menentukan bahwa, jumlah maksimum bagi sekutu adalah dua puluh orang, 

dan bagi persekutuan menjalankan profesi maksimum tiga puluh orang dengan syarat profesi 

itu hendaklah sesuatu yang lazimnya tidak dijalankan oleh “syarikat” atau badan perniagaan 

yang diatur berdasarkan Akta Syarikat.24 

 Mengenai pembubaran persekutuan, Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengatur bahwa suatu persekutuan hanya dapat berakhir apabila: 

1.  Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan. 

2.  Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok Persekutuan. 

3.  Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang sekutu. 

4.  Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan 

pailit. 

 Untuk persekutuan yang didirikan untuk waktu yang tidak tertentu, maka 

pembubarannya berlaku Pasal 1649 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan 

                                                           
 24 Ibid,  hal. 249. 
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kehendak beberapa atau seorang sekutu. Pembubaran dilakukan dengan suatu pemberitahuan 

penghentian pada seluruh sekutu lainnya. Pemberitahuan penghentian ini harus dilakukan 

dengan itikad baik, dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu. 

 Menurut pandangan klasik, Burgelijke Maatschap atau lebih popular disebut 

Maatschap/Persekutuan Perdata merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma 

(VoF) dan Persekutuan Komanditer (Comanditaire Venootschap). Bahkan menurut pandangan 

klasik, tadinya Maatschap/Persekutuan tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan 

Terbatas. Hanya saja, karena saat ini tentang Perseroan Terbatas sudah jauh berkembang, maka 

ada pendapat yang mengatakan Perseroan Terbatas bukan lagi termasuk bentuk species 

(khusus) dari Maatschap.25 

 Menurut kepustakaan, Maatschap itu bersifat 2 (dua) muka, yaitu bisa untuk kegiatan 

yang bersifat komersial atau bisa pula untuk kegiatan non komersial termasuk dalam hal ini 

untuk persekutuan-persekutuan menjalankan profesi. Dalam praktek dewasa ini, yang paling 

banyak dipakai justru untuk non profit kegiatan profesi itu, misalnya persekutuan diantara para 

lawyer dan notaris yang biasa dikenal sebagai “associated” atau “partner” (rekan) atau 

“compagnon” yang disingkat “Co”.26 

 

2.1.1.2. Jenis-jenis Persekutuan Perdata 

 Jenis-jenis persekutuan perdata dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Persekutuan Perdata Umum (Pasal 1622 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

 Persekutuan Perdata umum meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil 

usaha mereka selama persekutuan berdiri. Persekutuan jenis ini usahanya bisa bermacam-

macam (tidak terbatas) yang penting inbrengnya ditentukan secara jelas/terperinci. 

2. Persekutuan Perdata Khusus (Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

                                                           
 25 Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, 
hal.2 
 26 Ibid, hal. 4. 
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 Persekutuan Perdata khusus (bijzondere maatschap) adalah persekutuan yang gerak 

usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau 

pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu 

usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Jadi, 

penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh persekutuan baik dalam 

bentuk umum ataupun khusus, bukan pada inbrengnya. 

 Mengenai inbreng, baik pada persekutuan umum maupun persekutuan khusus harus 

ditentukan secara jelas/terperinci. Kedua persekutuan ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan 

adalah persekutuan yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci seperti 

yang disinggung oleh Pasal 1621 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 Persekutuan termasuk salah satu jenis permitraan (partnership) yang dikenal dalam 

hukum Perusahaan di Indonesia disamping bentuk lainnya seperti Vennootschap Onder Firma 

(Fa) dan Commanditaire Vennooschap (CV). 

 Persekutuan merupakan bentuk usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan, 

Ahli Hukum, Dokter, Arsitek dan profesi-profesi sejenis lainnya. Persekutuan perdata 

merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena:27 

a.  Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam 

Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal. 

b.  Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk 

uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja. 

c.  Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan. 

d.  Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma. 

 

2.1.2.  Pengertian Wanprestasi 

                                                           
 27 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hal.36-3 
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 2.1.2.1. Pengertian Wanprestasi 

 Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.28 Pemenuhan 

prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur 

selalui disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta 

kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 

1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya 

terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. 

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi 

sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara 

khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak 

atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan 

khusus.29 
Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya 

sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah,kendaraan bermotor. Bila debitur tidak 

dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat 

diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.  

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai 

dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai 

yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari 

prestasi tersebut, yakni: 

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan  

2. Harus mungkin  

3. Harus diperbolehkan (halal)  

                                                           
 28  Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan, Medan: FH USU, 2000, hal 8. 
 29 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2009. hal 17. 
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4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur  

5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.30 

 Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu 

persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan 

tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan 

perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.  

 Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk 

melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan 

suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur 

(nsabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak 

melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.  

 Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda wanprestatie yang 

artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak 

tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun 

perikatan yang timbul karena undang-undang.31 

 Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat 

bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat 

untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini 

terdaspat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain 

sebagainya.  

 Dengan adanya bermacam-macaam istilah mengenai wanprestsi ini, telah 

menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestsi”. Ada beberapa 

sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang 

                                                           
 30 Ibid, hal. 20. 
 
 31 Ibid. 
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pengertian mengenai wanprestsi tersebut.  

 Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi 

didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu 

perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk 

prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.32 

 R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu asalah kelalaian atau kealpaan yang 

dapat berupa 4 macam yaitu:  

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.  

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang 

diperjanjikan.  

4.  Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,  

5. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
28 

 

 Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” 

tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata 

karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang 

diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.33 

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai 

pelaksanaan kewajuban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan tidask selayaknya.34 

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan 

isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah 

melanggar isi perjajiab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.  

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu 

pengertian yang mengatakan bahwa seorang diakatakan melakukan wanprestasi bilamana : 

                                                           
 32 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur, 2004, hal 17. 
 33 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, hal. 75. 
 34 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2005, hal 60. 
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“tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestsi 

tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian”.  

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan 

bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan 

perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan 

perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk 

menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.  

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib 

dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prests merupakan isi dari suatu perjanjian, pabila 

debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka 

dikatakan wanprestasi.  

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan 

membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak 

yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan 

agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.  

 
2.1.2.2. Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi 

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.  

 Maka dari itu wujud prestasi itu berupa:  

 
1. Memberikan Sesuatu  

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu 

adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan 

untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.  

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-
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perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang 

bersangkutan”  

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada 

saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya 

kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat 

dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri 

sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain,yang tidak akan diserahkan kepada 

orang lain.35 
Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan 

kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan 

nyata maupun penyerahan yuridis.36 

 
2.  Berbuat Sesuatu  

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang 

telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan 

tertentu.37 
Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan 

dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak 

diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku 

dalam masyarakat.38 
Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.  

 
3. Tidak Berbuat Sesuatu  

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu 

                                                           
 35 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, 
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hal. 5. 
 36 J. Satrio, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2009, hal. 84. 
 37 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 19. 
 
 38 Ibid. 
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perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.39 
Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan 

perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru 

sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan 

sesuatu berlangsung.40 
Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini 

maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.  

 Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat 

diketahui melalui 3 keadaan berikut:41 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali  

 Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam 

suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam 

perikatan yang timbul karena undang-undang.  

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru  

 Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang 

ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang 

ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. 

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya  

 Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam 

perjanjian tidak dipenuhi. 

 
2.1.2.3.  Sebab Terjadinya Wanprestasi  

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu 

perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban 

(debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat 
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dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni 

:  

 
1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.  

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.42 
Dikatakan orang 

mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari 

terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan 

timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan 

memperhitungan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.  

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajatiwa 

yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita 

katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, 

sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut 

menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.43 

Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang 

yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian 

tersebut.44 
Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” 

(dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian). 

 
2. Karena keadaan memaksa (overmacht / force majure), diluar kemampuan debitur, debitur 

tidak bersalah.  

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur 

karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui 

atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.45 
Vollmar menyatakan 
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bahwa overmacht itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak 

dapat diduga lebih dahulu.46 
Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini 

dilukiskan dengan istilah “frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau 

peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) 

itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.47 

 
Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan 

memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang 

diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu 

binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang 

seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan 

bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan 

keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat 

sementara maupun bersifat tetap. 

 Unsur–unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah:48 

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang 
menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap  

2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan 
debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.  

3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat 
perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan 
pihak-pihak, khususnya debitur.  

 
 Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu sebab timbulnya wanprestasi 

dalam pelaksaanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa 

tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Yang 

mana ajaran mengenai keadaan memaksa (overmachtsleer) ini sudah dikenal dalam Hukum 
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Romawi, yang berkembang dari janji (beding) pada perikatan untuk memberikan suatu benda 

tertentu.49 
Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak 

hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi 

prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi.50 
Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran 

mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya, kemudian 

muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif. 

1. Keadaan memaksa yang bersifat objektif  

 Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh 

siapapun.51 
Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa 

(overmacht) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi 

(sebagaimana mestinya).52 
Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali 

tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu 

ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa dak bisa berprestasi, sehingga 

kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai 

ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan 

memakai ukuran objektif.
 

Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan. Vollmarr 

menyebutkan keadaan memaksa ini dengan istilah “absolute overmacht” apabila benda 

objek perikatan itu musnah diluar kesalahan debitur.Marsch and soulsby juga menyatakan 

bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan apabila setelah perjanjian dibuat terjadi 

perubahan dalam hukum yang mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu 

menjadi melawan hukum jika dilaksanakan. Dalam keadaan yang seperti ini secara 

otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat 

dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal, keadaan memaksa disini bersifat 
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tetap.53 

2. Keadaan Memaksa yang Bersifat Subjektif  

 Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut 

kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur.
 
Salah 

seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah 

houwing. Menurut pendapatnya keadaan memaksa ada kalau debitur telah melakukan 

segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan 

patut untuk dilakukan,sesuai dengan perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan debitur 

oleh houwing adalah debitur yang bersangkutan. Disini tidak dipakai ukuran “debitur pada 

umumnya”(objektif), tetapi debitur tertentu, jadi subjektif. Oleh karena yang dipakai 

sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari 

pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan 

perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan 

turut diperhitungkan. 

 Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan. Menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin 

memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya. Vollmar 

menyebutnya dengan istilah “relatieve overmacht”. Keadaan memaksa dalam hal ini 

bersifat sementara. Oleh karenanya perikatan tidak otomatis batal melainkan hanya terjadi 

penundaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Jika kesulitan yang menjadi hambatan 

pelaksanaan prestasi tersebut sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi diteruskan. 

Timbulnya ajaran mengenai keadaan memaksa seperti yang telah diuraikan di atas 

dikarenakan keadaan memaksa tidak mendapatkan pengaturan secara umum dalam 

undang-undang. Karena itu hakim berwenang menilai fakta yang terjadi (wanprestasi) 

bahwa debitur sedang dalam keadaan memaksa (overmacht) atau tidak, sehingga diketahui 
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apakah debitur dapat dibebani kewajiban atas resiko atau tidak atas wanprestasi tersebut.  

 
2.2.  Kerangka Pemikiran  

 
 Kerangka pemikiran penelitian ini adalah: 

1.  Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal 

yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa 

Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan 

pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.54 

2.  Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal 

tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.55 

3. Persekutuan Perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi 

yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. 

Maatschap sebenarnya adalah bentuk umum dari Firma dan Perseroan Komanditer 

(Comanditaire Venotschap). Dimana sebenarnya aturan dari Maatschap, Firma dan CV 

pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya.56 

 
2.3.  Hipotesis  

 
 Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya 

membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil 

penelitian. 

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum 
dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang 
berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan 
kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara 

                                                           
 54 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur, 2004, hal 17. 
 55 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 67. 
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waktu.57 
 
Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan 

yaitu: 

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam persekutuan perdata dikaitkan dengan 

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 584/Pdt.G/2014/PN,Mdn adalah karena tiada 

itkad baik untuk membayar hutang persekutuan perdata. 

2.  Akibat hukum wanprestasi antara perseorangan dengan persekutuan perdata dikaitkan 

dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn, maka kepada 

pihak telah terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum membayar hutang persekutuan 

perdata. 

3. Upaya penanggulangan terjadinya wanprestasi dalam persekutuan perdata dikaitkan 
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn adalah melalui 
penegakan hukum berupa pemberian ganti rugi, denda dan juga sanksi administrasi atas 
peristiwa wanprestasi tersebut 
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